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ABSTRAK 

 

Implementasi Aturan Terbaru Mengenai Pajak Bea Meterai Terhadap 

Dokumen Tertentu (Studi Kasus Berdasarkan SP2DK Wajib Pajak Badan 

Pada PT. Y Tahun 2022) 

 

Dalam Laporan Tugas Akhir ini memuat suatu analisis perubahan signifikan 

pada aturan terbaru Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, 

khususnya perluasan objek pajak Bea Meterai dari Dokumen kertas ke Dokumen 

elektronik. Aturan ini menjawab tantangan kebutuhan penerimaan negara yang 

meningkat, juga kondisi transaksi bisnis dan kondisi masyarakat yang sudah berubah. 

Meskipun telah ada sumber informasi dan sosialisasi mengenai aturan Bea Meterai, 

namun masih menyebabkan kekeliruan dalam implementasinya. Kekeliruan ini terjadi 

pada PT. Y yang berawal dari ketidaktahuan perusahaan terhadap peraturan terbaru, 

yang berujung pada penerimaan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK) tahun 2022 terkait indikasi Bea Meterai yang belum sepenuhnya 

dibayarkan berdasarkan Faktur Pajak Keluaran. Menurut Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020, Dokumen yang terutang Bea Meterai namun tidak atau kurang bayar 

dapat melakukan pembayaran melalui Pemeteraian Kemudian, yang dapat dilakukan 

oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang Terutang maupun bukan Pihak 

Yang Terutang. Alternatif pembayaran, menggunakan SSP dalam memilih jalan yang 

efisien untuk 221 Dokumen. Bea Meterai yang wajib dibayar melalui Pemeteraian 

Kemudian ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, ditambah sanksi 

administratif sebesar 100% dari Bea Meterai yang terutang. Pembayaran yang telah 

sesuai akan disahkan oleh Pejabat Pengawas dengan cap Pemeteraian Kemudian pada 

Daftar Dokumen dan/atau SSP yang mendapatkan NTPN. 

 

Kata Kunci: implementasi, Bea Meterai, Dokumen elektronik, pemeteraian kemudian 
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ABSTRACT 

 

The Implementation of the Latest Regulations Regarding Stamp Duty Tax on 

Specific Documents (A Case Study Based on SP2DK Taxpayer Corporate  

at PT. Y in 2022) 

 

The Final Report contains analysis of the significant changes in the latest 

regulations of Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 regarding Stamp Duty, 

particularly the expansion of the Stamp Duty tax object from paper Documents to 

electronic Documents. This regulation answered the challenges of increased national 

revenue needs, as well as changes in business transactions and societal conditions. 

Despite the availability of information sources and awareness campaigns regarding 

Stamp Duty regulations, there are still implementation errors. This misinterpretation 

occurred at PT. Y, starting from the company's unawareness of the new regulations, 

leading to the receipt of a Letter of Request for Explanation (SP2DK) in 2022 

regarding indications of Stamp Duty that have not been fully paid based on Outcome 

Tax Invoices. According to Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, documents 

subject to Stamp Duty but not fully paid can procees with payment through a 

Subsequent Stamping, which can be done by the document holder, whether as the 

Debtor or not the Debtor. The alternative payment method using SSP was chosen for 

efficiency in handling 221 Documents. The amount of Stamp Duty payable through 

Subsequent Stamping is determined according to prevailing regulations, plus an 

administrative penalty of 100% of the outstanding Stamp Duty. Payments made by the 

regulations will be accepted by the Supervisory Officer with affixing the Subsequent 

Stamping seal on the Document List and/or SSP that has received the NTPN. 

 

Keywords: implementation, Stamp Duty, electronic Documents, Subsequent Stamping 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber pendapatan utama bagi negara yang sangat penting dalam 

membangun perekonomian negara yaitu pajak. Pajak digunakan untuk 

pelaksanaan dan peningkatan nasional pada berbagai sektor sebagai bentuk 

konkrit dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan 

umum, karena pada dasarnya penggunaan dana yang diperoleh dari sektor pajak 

diatur dalam APBN sehingga pajak yang dibayarkan masyarakat nantinya juga 

akan kembali ke masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan sarana-

prasarana umum.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada 

negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung. Pajak memiliki bagian meliputi Pajak Penghasilan, Pajak 

Pertambahan Nilai, Pajak Daerah, Pajak Bea Meterai, dan lain-lain. Menurut 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Nasional 

Perpajakan (2020), semua perpajakan mengikuti perubahan yang dinamis dari 

dampak covid maupun transformasi teknologi.  

Transformasi teknologi merupakan suatu perubahan dalam perkembangan 

teknologi berbasis digital, di mana beberapa aktivitas sehari-hari yang 

sebelumnya serba konvensional, kini bertransformasi menjadi berbasis digital 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sehubungan dengan 

hal tersebut, dalam era digital ini mengakibatkan munculnya berbagai fasilitas 

bagi pengguna teknologi untuk menunjang segala kegiatan, salah satunya dalam 

sektor perekonomian dengan adanya transaksi elektronik. Transformasi 

teknologi tidak hanya mempengaruhi sektor perekonomian, namun juga 

mempengaruhi dalam sektor perpajakan. 
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Pengembangan teknologi dalam sektor perpajakan, khususnya sebagai 

respons terhadap ekonomi digital, menjadi suatu keharusan. Pengembangan 

teknologi tersebut perlu dilakukan baik dari sisi otoritas pajak, wajib pajak, 

maupun stakeholder terkait. Hal ini tercermin dalam berbagai kebijakan 

perpajakan di Indonesia, seperti penerapan pajak penghasilan menggunakan 

program-program digital seperti e-SPT, e-Filling, dan e-Form dalam proses 

pelaporan pajak penghasilan. Penerapan teknologi digital juga dilaksanakan 

pada proses pelaporan pajak lainnya, salah satunya Pajak Bea Meterai. 

Bea Meterai kerap kita lihat pada Dokumen tertentu dalam kehidupan 

sehari-hari, penggunaan Bea Meterai yang paling sering dilakukan oleh 

masyarakat yaitu penggunaan dalam pembuatan surat perjanjian/kontrak. 

Banyak masyarakat berpendapat atau beranggapan bahwa penerapan Bea 

Meterai ini sebatas tanda sahnya suatu surat atau Dokumen saja. Namun, pada 

kenyataannya Bea Meterai ini merupakan pajak atas Dokumen dan tidak ada 

kaitannya sebagai tanda sah tidaknya suatu dokumen. Persepsi yang keliru 

mengenai fungsi suatu hal harus segera diubah, hal ini bertujuan agar masyarakat 

paham dan peduli terhadap fungsi serta tujuan dalam Bea Meterai sehingga 

masyarakat memiliki kesadaran dalam kontribusi Negara kedepannya.  

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Bea Meterai merupakan 

pajak atas Dokumen, dapat dikatakan bahwa masyarakat masih beranggapan Bea 

Meterai merupakan suatu hal yang harus dilakukan tanpa mengetahui peraturan 

yang berlaku. Pemahaman masyarakat yang belum sepenuhnya memahami 

secara pasti mengenai arti dan fungsi sesungguhnya dari penggunaan Bea 

Meterai menyebabkan masyarakat menjadi jarang memperhatikan aturan dalam 

penggunaan Bea Meterai. Padahal, Bea Meterai merupakan salah satu 

pemungutan pajak dari banyaknya jenis pajak di Indonesia. 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 

tentang Bea Meterai, Bea Meterai adalah pajak atas Dokumen yang terutang 

sejak saat Dokumen tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, atau Dokumen tersebut selesai dibuat atau diserahkan kepada 

pihak lain bila Dokumen tersebut hanya dibuat oleh satu pihak. Bea Meterai 

merupakan salah satu jenis pajak Negara yang pemungutan dan pengelolaannya 

dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga penerimaan pajak dari Bea 

Meterai masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
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halnya seperti pajak Negara lainnya. Semakin banyak penggunaan Dokumen 

oleh masyarakat  dalam lalu lintas hukum, maka bisa terjadi penerimaan Negara 

yang bersumber dari sektor pajak atas Dokumen juga meningkat (Billy Ivan 

Tansuria, 2013: 8). 

Ketentuan mengenai Bea Meterai diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang disahkan pada tanggal 26 Oktober 2020 

dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021. Tujuan undang-undang ini untuk 

menggantikan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Jika dibandingkan 

dengan undang-undang perpajakan lain seperti KPU dan PPh yang selalu 

dinamis dalam mengalami perubahan, namun undang-undang mengenai Pajak 

Bea Meterai ini selama 35 tahun tidak pernah mengalami penyesuaian. 

Diterbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini dengan 

mempertimbangkan dua hal yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan kewajiban kewarganegaraan secara adil dan mengoptimalkan 

penerimaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Selain itu, 

undang-undang ini juga menyesuaikan dengan transformasi dalam 

perkembangan teknologi dan komunikasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 memiliki pokok pembahasan yang 

dapat membedakan aturan terbaru dengan aturan sebelumnya, antara lain 

perluasan pada objek Bea Meterai, tarif Bea Meterai , besarnya batas pengenaan 

harga nominal yang dikenakan Bea Meterai dan mekanisme pemungutan pajak 

Bea Meterai selama peralihan tarif lama dengan tarif baru. Kemudian hal 

tersebut juga diatur kembali pada aturan turunan Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 134/PMK.03/2021 tentang Pembayaran Bea Meterai, Ciri Umum 

Dan Ciri Khusus Pada Meterai Tempel, Kode Unik Dan Keterangan Tertentu 

Pada Meterai Elektronik, Meterai Dalam Bentuk Lain, Dan Penentuan 

Keabsahan Meterai, Serta Pemeteraian Kemudian yang berlaku sejak tanggal 1 

Oktober 2021. 

Pada penerapan aturan terbaru, masih terdapat kurangnya informasi 

mengenai mekanisme yang akan digunakan, terutama dalam perluasan objek 

Bea Meterai. Meskipun ada berbagai sumber dan sosialisasi yang memberikan 

informasi tentang penggunaan Bea Meterai, namun pada kenyataannya 

penerapan pajak Bea Meterai ini masih terjadi kekeliruan, khususnya pada aturan 

terbaru Bea Meterai mengenai konteks bahwa Bea Meterai merupakan pajak atas 
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Dokumen, di mana pada aturan sebelumnya yang dikenakan pajak atas 

Dokumen adalah hanya Dokumen kertas, namun dalam aturan terbaru Dokumen 

elektronik juga dapat terutang pajak Bea Meterai.  

Kasus yang terjadi di PT. Y yaitu perusahaan ini mengalami kekeliruan 

mengenai aturan terbaru atas pajak Bea Meterai sehingga terjadi ketidaksesuaian 

dalam penyetoran pajak Bea Meterai pada tahun 2022. Berkaitan dengan hal 

tersebut PT Y pada tahun 2023 menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data 

dan/atau Keterangan (SP2DK), di mana salah satu dari isi surat tersebut yaitu 

mengenai perhitungan Bea Meterai yang belum sepenuhnya dibayarkan 

berdasarkan jumlah Dokumen terkait faktur pajak keluaran. Hal ini 

menunjukkan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui fungsi dari Bea 

Meterai bahwa pajak atas Dokumen dan jarang memedulikan aturan mengenai 

pajak Bea Meterai tersebut. Maka dilakukan penelitian dengan judul 

”Implementasi Aturan Terbaru Mengenai Pajak Bea Materai Terhadap Dokumen 

Tertentu (Studi Kasus Berdasarkan SP2DK Wajib Pajak Badan pada PT. Y 

Tahun 2022).” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

terdapat rumusan masalah yang akan dibahas yakni bagaimana implementasi 

aturan terbaru mengenai pajak Bea Meterai terhadap Dokumen tertentu? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Pembatasan ruang lingkup masalah ini digunakan agar sasaran 

pembahasan penelitian tidak menyimpang sehingga dapat terfokus pada satu 

kondisi. Dalam karya tulis ini, pembahasan difokuskan pada pajak Bea Meterai 

mengenai Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai nominal lebih 

dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menyebutkan penerimaan uang 

atau berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi 

atau diperhitungkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 

Pasal 3 ayat (2) huruf g. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi 

invoice yang berpengaruh dalam penerbitan faktur keluaran berdasarkan kasus 

SP2DK Wajib Pajak Badan pada PT Y tahun 2022. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yakni untuk mengetahui implementasi aturan terbaru mengenai pajak Bea 

Meterai terhadap Dokumen tertentu. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.5.1 Bagi mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa 

tentang penerapan aturan terbaru mengenai Bea Meterai terhadap pajak 

atas Dokumen berhubungan dengan teori perpajakan yang sudah 

didapatkan saat perkuliahan. 

1.5.2 Bagi Politeknik Negeri Bali 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai 

tambahan informasi sekaligus menjadi bahan referensi untuk penelitian 

selanjutnya terkait aturan terbaru atas pajak Bea Meterai. Selain hal 

tersebut, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan jenis 

penelitian pada kampus dengan menghasilkan karya tulis yang relevan dan 

bermanfaat dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pajak Bea 

Meterai 

1.5.3 Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak 

perusahaan terkait penerapan aturan terbaru mengenai pajak Bea Meterai 

terhadap pajak atas dokumen, sehingga mampu sebagai masukan 

kedepannya dalam menerapkan administrasi perpajakan sesuai dengan 

aturan terbaru guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menghindari 

potensi masalah dari hal-hal yang tidak diinginkan. 
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Perubahan signifikan pada aturan terbaru dapat dilihat pada Dokumen, 

Meterai dan Tanda Tangan yang sebelumnya konvensional diterapkan dengan 

menggunakan kertas dan dalam bentuk fisik. Namun, mengingat teknologi 

informasi telah mendorong berkurangnya penggunaan kertas (paperless) dalam 

kegiatan usaha guna untuk meningkatkan efisiensi, aturan terbaru menambahkan 

opsi elektronik. PT. Y sebagai perusahaan yang bergerak di bidang property dan 

pembangunan, terutama dalam kegiatan manajemen villa, melakukan penerbitan 

invoice kertas dan/atau invoice digital tanpa mengetahui aturan terbaru tersebut. 

Hal ini menyebabkan  PT. Y tidak pernah melakukan pembubuhan Meterai 

Elektronik pada Dokumen elektronik yang memiliki nominal di atas Rp 

5.000.000 sesuai dengan aturan terbaru pada Undang- Undang Nomor 10 Tahun 

2020 Pasal 3 ayat (2) huruf g. Berdasarkan kekeliruan terhadap aturan terbaru 

menyebabkan PT. Y menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau 

Keterangan (SP2DK) atas tahun 2022 yang berisikan beberapa permintaan data, 

salah satunya dihitung belum membayar indikasi Bea Meterai atas 221 Dokumen 

Transaksi di atas 5 Juta dengan jumlah Rp 2.210.000. Menurut Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 17, Dokumen yang bersifat perdata yang Bea 

Meterainya tidak atau kurang dibayar dapat melaksanakan pembayaran melalui 

Pemeteraian Kemudian. Pada prinsipnya, pihak yang wajib membayar Bea 

Meterai melalui Pemeteraian Kemudian adalah Pihak yang Terutang. Namun 

dalam pelaksanaannya, pembayaran Bea Meterai melalui Pemeteraian 

Kemudian dapat dilakukan oleh pemegang Dokumen baik sebagai Pihak Yang 

Terutang maupun bukan Pihak Yang Terutang. Alternatif dalam kasus ini 

dilakukan dengan pembayaran Bea Meterai menggunakan SSP guna 

memberikan kemudahan dengan memilih jalan yang efisien mengingat jumlah 

Dokumen yang tidak atau kurang bayar sebanyak 221 Dokumen. Pembayaran 

Bea Meterai menggunakan SSP dilakukan dengan ketentuan sebagaimana pada 

PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Pasal 14 ayat (1), antara lain menyetorkan Bea 

Meterai yang terutang ke kas negara dengan formulir SSP atau Kode Billing 
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dengan kode akun pajak 411611 (empat satu satu enam satu satu) dan kode jenis 

setoran 100 (satu nol nol), membuat daftar Dokumen, dan melekatkan SSP yang 

telah mendapatkan NTPN dengan Daftar Dokumen. Sebagaimana diatur dalam 

PMK Nomor 134/PMK.03/2021 Pasal 20, Bea Meterai yang wajib dibayar 

melalui Pemeteraian Kemudian ditentukan sebesar Bea Meterai yang terutang 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat 

terutangnya Bea Meterai ditambah dengan sanksi administratif sebesar 100% 

(seratus persen) dari Bea Meterai yang terutang, dalam hal Dokumen yang Bea 

Meterainya tidak atau kurang dibayar sebagaimana mestinya terutang Bea 

Meterai sejak tanggal 1 Januari 2021. Maka dari itu, PT. Y atas pembayaran 

SP2DK tahun 2022 mengenai tidak atau kurang bayar Bea Meterai, berdasarkan 

Bea Meterai yang terutang dan sanksi administratif wajib membayar sebesar Rp 

4.420.000. Jika pembayaran telah sesuai dengan ketentuan, Pejabat Pengawas 

melakukan pengesahan dengan membubuhkan cap Pemeteraian Kemudian pada 

Daftar Dokumen dan/atau SSP yang telah mendapatkan NTPN. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun beberapa saran 

yang dapat diberikan kepada PT.Y untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan menghindari potensi masalah yang tidak diinginkan kedepannya. 

Perusahaan sebaiknya secara aktif mengikuti perubahan dan memahami 

pengetahuan terkait peraturan perpajakan terbaru. Selain itu, penting untuk 

menerapkan praktik crosscheck atau kegiatan supervisi secara rutin, seperti 

melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menerbitkan invoice. Hal 

tersebut bisa dilakukan dengan cara membuat daftar kontrol, misalnya 

memastikan bahwa setiap invoice telah dibubuhkan meterai sesuai dengan 

ketentuan peraturan yang berlaku.  
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